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KAJIAN PUSTAKA

Setelah Latar Belakang penelitian dijelaskan, maka selanjutnya akan dijelaskan teori-teori
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g mendukung isi dari penelitian ini. Teori-teori yang akan dijelaskan antara lain penjelasan
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tang téori atribusi, penjelasan pajak secara umum, penjelasan mengenai pengetahuan wajib
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a persep3| wajib pajak terhadap penggunaan penerimaan pajak, sanksi pajak, serta

ol din
ned

han wajib pajak itu sendiri. Selain itu, terdapat data tentang penelitian terdahulu yang

di pembandlng dengan penelitian ini.
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Manfaat dari Kajian Pustaka di bab ini sebagai alat bantu dalam melihat teori-teori yang
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n télah berkembang di masyarakat. Lebih lanjut lagi, pembaca akan lebih memahami tentang
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haI apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini.
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Landasan Teoritis
1. Tﬁeori Atribusi

Kajian tentang atribusi pada awalnya dilakukan oleh Frizt Heider. Menurut Heider (1958),

=

lap individu pada dasarnya adalah seorang ilmuwan semu (pseudo-scientist) yang berusaha

yelwg, eAiey uesinuad *

uk mengertl tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-
ongamnforma5| sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab

ng Ialn bertingkah laku tertentu. Dengan kata lain seseorang itu selalu berusaha untuk mencari
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ab mengapa seseorang bertingkah laku dengan cara-cara tertentu.

Menurut Sairi (2014), atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi adalah teori kepatuhan Wajib

Pajak terkait dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian atau persepsi terhadap pajak itu
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sendiri. Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka

mencobdintuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang

Eebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu
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sendm dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan
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t?ébkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan

erpaksa berperllaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

T%jauan Umum atas Pajak

a5 Pajak

Buepun-6uBpun 16&punt

Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara. Pajak

: digunakan untuk membiayai berbagai macam pembangunan publik dan infrastruktur.
= Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak
menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontribusi wajib kepada
‘negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan

= untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Meskipun penting dalam pembangunan negara, namun masih banyak orang

11aquins uesingakusw uep uexwnjuesusw eduey il siny eAses ynan|as nejegeibe

* yang melalaikan kewajiban membayar pajak. Bahkan hingga saat ini masih banyak

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerw eAuey uesinuad ‘uennauad ‘ueyipipuad uebuiuaday,niu

» penyelewengan terjadi dalam dunia perpajakan yang mana hal tersebut sangat
merugikan negara. Istilah pajak memang terdengar familiar tapi belum banyak orang
yang mengerti perihal apa yang dimaksud pajak terlebih pengertian pajak menurut para

ahli.
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Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2011:1) adalah iuran
@akyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa

mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi / balas jasa) yang langsung dapat ditunjukan

din yeH

dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya
pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh
pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga

pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain ;

1) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara
mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai

pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi

(319 uely YIM) eY13eW.Ioju| U SIUSIg INJISUL) DX 19T 11w €3

pajak merupakan sumber pendapatan negara Yyang memiliki tujuan

menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara

dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

I.  Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.

ii. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor,

seperti pajak ekspor barang.

uepj YIM) e)l3ew.ioju] uep sjusig INIsuj
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iii. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang

@

produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Iv. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu

perekonomian agar semakin produktif.
3) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara

pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
4) Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian,
seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga

jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan

IM YIM) B>I3eW.I04U| UeP SIusIg INMISUL) DX [91 Y1jiw exdid YeH

-ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang

beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

(31D ue

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai

g di berbagai negara. Di Indonesia, pemerintah lebih menitikberatkan pada dua fungsi
(= 5

g pajak sebagai pengatur dan budgeter. Lembaga pemerintah yang mengelola pajak
(o

% negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah

» Kementerian Keuangan.

uenj YIM) exjirewloju] uep
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c. Sistem Pemungutan Pajak

@

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk
menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia,

berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1) Self-Assessment System

Self-Assessment  System merupakan sistem pemungutan pajak yang
membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang
bersangkutan. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai
pengawas dari para wajib pajak. Self-Assessment system diterapkan pada jenis pajak

pusat.

2) Official Assessment System

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang

membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau

(319 ey XMy exirew.Iou] uep siusig INIsul) DX 191 1w eadid sey

aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official
Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah

dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3) Withholding Assessment System

Pada Withholding Assessment System, besarnya pajak dihitung oleh pihak

ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus.

uepy XM eXj3ew.oju] uep sjusig 3NIIsu|
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Tinjauan atas Pengetahuan Pajak

Pengetahuan yang dimaksud meliputi konsep ketentuan umum dibidang

pgrpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek, objek, tarif,
pg}hitungan pajak yang terutang, pencatatan pajak, sampai pada pengisian surat
pémberitahuan. Pengetahuan tentang pajak dapat diukur dari cara melaksanakan
kéwajiban, subjek pajak atau wajib pajaknya, besarnya pajak terutang, dan cara
rﬁgnghitung pajak. Menurut Susilawati dan Budiartha (2013:349), Pengetahuan tentang

pé}ak adalah proses kedewasaan pola pikir wajib pajak melalui upaya pembelajaran

dé’r} mengikuti pelatihan.

Theory Of Planned Behavior (Ajzen,1991) menjelaskan bahwa niat merupakan
félgtor motivasi dari dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi perilaku untuk
m%lakukan suatu tindakan tertentu. Berdasarkan pandangan tersebut memunculkan
sebuah pemikiran bahwa Wajib Pajak yang mengetahui peraturan perpajakan maka
akan memudahkan atau menjadi hal pendukung bagi Wajib Pajak untuk mematuhi
peraturan perpajakan. Pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dapat
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila Wajib Pajak yang tidak mengetahui dan
rriemahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang
tiid‘ak taat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai peraturan
@rpajakan, maka wajib pajak tidak mengetahui mengenai sanksi yang akan diterima
bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka dimana wajib pajak yang benar-
henar paham, mereka akan tahu sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan

déngan SPT dan NPWP (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).
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4. Tinjauan atas Persepsi Wajib Pajak terhadap Penggunaan Penerimaan Pajak

Pgrsepsi pada hakikatnya adalah proses yang dialami oleh setiap orang didalam memahami

rma3| tentang lingkungan baik melalui penglihatan, pendengaran, penerimaan dan

ghaya:tan perasaan. Secara umum persepsi diartikan sebagai proses pemberian arti terhadap
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ngan yang datang dari luar.
; ‘

Pérsepsi menurut Pride dan Ferrel (2013:45), adalah segala proses pemilihan,
rgamsa3|an dan penginterprestasian masukan informasi, sensasi yang diterima melalui

hatan perasaan, pendengaran, penciuman dan sentuhan untuk menghasilkan makna. Jadi

p%-ﬁtﬁaum%unpun_

efdynins nef® ueibeqas di

dlsgmpulkan, persepsi merupakan proses dalam memakai sesuatu yang diterima memalui

Spue

a mdra supaya setiap individu dapat memilih, mengatur dan menerjemahkan suatu informasi

uk menmptakan gambaran dunia yang berarti.

Menurut Gibson et.al (1997:144), persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan,

uad ‘uennayad ‘u%p!pu&j ueQunuagay ynun eAu

Jusw edumml sirieA

3

gaturnya dan menterjemahkan atau menginterprestasikan rangsangan yang sudah teratur itu
uk mémpengaruhi perilaku dan membentuk sikap dengan kata lain perilaku seseorang akan

engaruhi oleh persepsi orang tersebut.

uy! E/Ug ues

eyingaiusurgep uaum],

Bierdasarkan pengertian persepsi diatas terlihat jelas bahwa apa yang dipersepsikan oleh

ypsnAuad ‘yel

eorané dengan orang lain dapat berbeda dalam pemaknaannya. Menggunakan inderanya,

sk

|V|du menangkap informasi (realitas) yang ada disekitarnya. Kemudian dengan persepsinya

EJodg_ ue
Je@_um

“diolah dan diberi arti. Berdasarkan itulah maka individu tersebut berperilaku ataupun bersikap
terhadap-sesuatu hal, dengan demikian terlihat bagaimanapun pentingnya persepsi. Apapun yang

ada disekitar kita dan ditangkap oleh indera tidak diartikan sama dengan realitasnya. Pengertian
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fersebut tergantung pada orang yang mempersepsikan, objek yang dipersepsikan, serta situasi

sekelilingnya.
o B
;P B P'érsepsi Wajib Pajak salah satunya dipengaruhi oleh cara dan tujuan pemerintah dalam
%n‘@nggunakan sumber pendapatan utamanya, yaitu pajak. Pajak yang merupakan iuran wajib yang
o T
%1 ugdlsetor oleh setiap wajib pajak kepada negara dapat membentuk persepsi tersebut. Menurut
Z %rman (2020), kegunaan pajak yang dibayar oleh setiap wajib pajak antara lain digunakan
UE_Z 4

¢ 5

§ 1f Membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara

53 ] Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat self liquiditing,

Jul

contohnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.

dLLI I

1%

Zf Membiayai pengeluaran reproduktif

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang memberikan keuntungan

ekonomis bagi masyarakat, contohnya: pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.

3) Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing dan tidak reproduktif,

Selaln itu pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran yang digunakan untuk

pendlrlan lain lain seperti, monumen dan objek rekreasi.

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueyuwniuedsuaw eduey 1ul sijn) eAJEY Yninyies ne1eae!6eg§s duﬁﬁua

4j Membiayai pengeluaran yang tidak produktif

‘%‘ Pajak juga digunakan dalam membiayai pengeluaran yang dipakai untuk biaya
.. pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan

datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.
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Berdasarkan kegunaan pajak yang telah disebutkan diatas, hal-hal tersebut dapat

membenfuk persepsi wajib pajak baik itu persepsi positif atau persepsi negatif. Persepsi tersebut

—

nb@ganturig pada benar atau tidaknya pemerintah menggunakan pajak untuk membiayai hal-hal

ebut. %

ijauan atas Sanksi Pajak

g exdif e

Sénksi dapat diartikan sebagai sebuah tindakan berupa hukuman yang akan diberikan

BUnpul

a §eeorang apabila sengaja atau tidak sengaja melanggar peraturan yang telah
E

tapkan. Sanksi perpajakan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang

ue@_uuad}gx ynun eAuey uediinfuad ;
nings ned® ueibegas diynbusw %BJE

u_gjum

-b

egtuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Muliari dan Setiawan (2013:4) menyatakan

) -
2

k“§’| drperlukan agar peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan tidak dilanggar.

Dé’lam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata

=

@ edue) Ul S| rge/Ue v

aPerpaJakan disebutkan Sanksi dalam perpajakan dibagi atas dua, yaitu: sanksi administrasi

sanksl pidana. Menurut Mugodim (1999), sanksi administrasi dibedakan atas tiga macam,

—

tu: sank3| bunga, sanksi denda, dan sanksi berupa kenaikan. Menurut Mardiasmo (2016),

I eM@ uesgnua

ep u@uum,%oua

nyatakan bahwa sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan yang merupakan alat

L3

khlryang digunakan pemerintah (fiskus) agar norma perpajakan dipatuhi. Ilyas dan Burton

10) @enyatakan terdapat empat hal yang harus dituntut dan dipenuhi oleh wajib pajak.

qu%ua

eunspAuagd,'yel

’uemdedﬂJ
NS u

Ha dlhubungkan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, yaitu :

BETe

ai. Kepatuhan (Complience)
.  Tanggung jawab (Responsibility)

ii.  Kejujuran (Honesty)
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iv.  Sanksi (Law Enforcement).

Berdasarkan empat tuntutan diatas, menurut llyas dan Borton (2010), yang paling

gbcgrpengaruh adalah penerapan sanksi (Law Enforcement), hal ini  dikarenakan  dalam
f@‘%e?pannya tanpa tebang pilih dan dilaksanakan secara konsekuen. Menurut Jatmiko
%Zéoé Wajlb pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak dan akan
§Ie§|k§banyak dirugikan. Beratnya sanksi akan semakin merugikan wajib pajak tersebut.
5—@ 5”' Lmembuat wajib pajak akan dengan sendirinya untuk membayar pajak. Sanksi

%al% yang berat menjadi alat pencegahan terhadap perilaku menyimpang yang akan

kar‘r'l" oleh wajib pajak.

%uepué[ﬁue

i?\jauan atas Kepatuhan Wajib Pajak

a.;:f Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai
suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan
hak perpajakannya. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan menjadi perubahan
sikap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan

formal Wajib Pajak dapat dilihat melalui kepatuhannya dengan selalu menghitung,

membayar, dan menyampaikan SPT. Wajib Pajak harus menghitung, membayarkan,

:1aquuns uexingakusw uep uexwnjuedsusw eduey jul siny eAley gHin)

;" dan menyampaikan SPT nya dengan jujur dan benar sesuai dengan pendapatan yang
| sesungguhnya. Pelaporan SPT harus sesuai dengan Undang-Undang PPh dan
menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang ditentukan.
Kepatuhan dapat diwujudkan misalnya dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan

= hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan dengan
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menempatkan Wajib Pajak sebagai subyek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya.

‘mTingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan Wajib

Pajak efektif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kadang Wajib Pajak
g memang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan
- SPT nya kepada KPP, bahkan masih banyak Wajib Pajak yang melalaikan pajaknya

yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi

formalitas yang harus dipenuhi olehnya.

Menurut (James & Alley, 2002; McBarnet, 2001), kepatuhan pajak mengacu pada

19 INISU|) D

kesediaan individu untuk bertindak sesuai dalam semangat dan surat dari undang-
%undang dan administrasi pajak tanpa penerapan kegiatan penegakan hukum,
: mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai pengarsipan semua pengembalian pajak yang

g dipersyaratkan di waktu yang tepat dan mengembalikan laporan kewajiban pajak secara

akurat sesuai dengan hukum pajak yang berlaku pada saat kembali diajukan.
b Faktor — faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
i.  Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan akan dipatuhi.
=. 1. Perlakukan terhadap Wajib Pajak yang adil

Keadilan Wajib Pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak

sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku.
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Penegakan hukum akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh terhadap
pajaknya. Wajib Pajak patuh karena berpikir adanya sanksi berat akibat

tindakan ilegal dalam usaha untuk penyelundupan pajak.

Besar Penghasilan perorangan atau badan tidak sama antar satu dengan yang
lain. Penghasilan akan ditentukan dari pekerjaan atau usaha, pendidikan dan
lingkungan. Semakin besar penghasilan yang diperolen maka akan semakin

besar pula pajak yang dibayarkan.

IN3sul) 9X Ig1 W eadd seH ()
<

nnuaday ynjun eAuey uediynbuad ‘e
s neje uelbegas dipnbusw bueue)iq |

BeP elglan Terdahulu
y
Be&berapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan :

buepun-bugpun 1bunpunig eydiy ey

5

)

3 Tabel 2.1

2

) Penelitian Terdahulu
£

I*;’ama Peneliti Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian

=

= .

a Penelitian

o

Nastiti Citra Dewi, | 2016 Pengaruh pengetahuan Pengetahuan Pajak,
Seandy Ginanjar pajak, persepsi wajib pajak | persepsi wajib pajak,
7]

dan sosialisasi perpajakan | dan sosialisasi

terhadap kepatuhan wajib | perpajakan

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueywniuedsuaw eduey 1ul sijny eAJRY YN

pajak pada kpp pratama berpengaruh positif

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerw) eAiey uesnnuad ‘uenynauad ‘ueyipipuad ue

signifikan terhadap
serang

kepatuhan wajib

pajak

ueni JIM) e)irewioju] uep siusig 3N
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Kristo Josep Manek, | 2019 Pengaruh pengetahuan Pengetahuan pajak,
@ang Subardjo pajak, kesadaran wajib kesadaran wajib

u

= pajak, dan sanksi pajak pajak, dan sanksi
2

& terhadap kepatuhan wajib | pajak berpengaruh
3

% pajak secara simultan

=)

,,-;, terhadap kepatuhan
g wajib pajak

g.

Gindy Jotopurnomo, | 2013 Pengaruh Kesadaran Secara simultan

=2

Y.enni Mangoting Wajib Pajak, Sanksi kesadaran Wajib

Q

=2

3 Perpajakan, Lingkungan Pajak, sanksi

(=]

g Wajib Pajak berada perpajakan dan

“Z terhadap Kepatuhan Wajib | lingkungan Wajib
2,

- Pajak Orang Pribadi di Pajak berada

=

5 Surabaya berpengaruh

D

signifikan terhadap

g kepatuhan Wajib
[y
=3 Pajak Orang Pribadi
[ = ..
o Pengaruh motivasi dan

= Motivasi dari wajib
2 pengetahuan wajib pajak J
@ okt
% terhadap kepatuhan wajib pajak tidak

Husen Abdul Ghoni 2012 pajak daerah mempengaruhi

kepatuhan wajib

uenj JImy exjijewaoju]
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@

pajak daerah, tetapi

Pengetahuan wajib

1g 3N33SU|

dan sanksi pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak

orang pribadi

u

= pajak berpengaruh
2

Y positif signifikan
3

x terhadap kepatuhan
=)

,,-;, wajib pajak daerah
@izki Indrawan, Bani | 2018 Pengaruh Pemahaman Pemahaman pajak
| =

Iﬁjnekas Pajak dan Pengetahuan dan pengetahuan
=2

‘é_ Pajak Terhadap Kepatuhan | pajak memberikan
=2

S Wajib Pajak UMKM pengaruh positif

o

g terhadap kepatuhan
; wajib pajak

s,

=

Anwar Made, 2016 Pengaruh persepsi wajib Terdapat pengaruh
=

@Iistiyo pajak, pelayanan fiskus, yang signifikan

persepsi wajib pajak,
pelayanan fiskus dan
sanksi pajak secara
simultan terhadap
kepatuhan wajib

pajak orang pribadi.

ueni JIM) eyirewioju] uep sius
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Mohd. Idris 2018 Pengaruh Persepsi Yang Persepsi yang baik
@Iimunthe Baik Tentang Sistem tentang sistem
Perpajakan, Motivasi Dan | perpajakan, motivasi

Sanksi Terhadap dan sanksi

Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara

— imultan terhad
Orang Pribadi Dalam simultan terhadap

i kepatuhan
Membayar Pajak Pada P
KPP Pratama Medan wajib pajak.
Belawan

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey
diew.ojy| uep siusig In3Isuj) DY 191 11w exdid yeH
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Kerangka Pemikiran

H
T
M e

ngaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

P¥ibadi Usahawan

aipleny

(

Menurut Fallan dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:141) menyatakan, “Pentingnya aspek
pajalgn bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem

paJann yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap
c
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memﬁ kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang
3 =7
= 7]
nggaa.adil. Dengan  meningkatnya  pengetahuan  perpajakan masyarakat melalui

unsnfpad yeiwi ediey uesinuad ‘ueni

‘uejgde)
&

pendldlknn perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap
pemaharghan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
o
I%bih lanjut lagi, Siti Kurnia Rahayu (2010:29) tentang kesadaran dan pemahaman
=

warga nﬁara mengenai perpajakan menyatakan bahwa, “Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian

uepi YImy
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kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan yang memadai, maka secara

umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan

nm@ngutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan
oW

uo

gésyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang

Eircé«ﬁ?} yg\ng diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan
%d;}a% mgmahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi
%&Eﬂémtra& maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan
T%TI;FE;ULimemenuh| kewajiban perpajakannya.”
22 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penggunaan Penerimaan Pajak terhadap
g Kppatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1990:675), persepsi merupakan tanggapan atau

erlmaan Iangsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal dari

@uaw @duey 1ul siny eAuey ynanyas

ca mderanya. Robbins (2011:175) mengungkapkan bahwa, “Persepsi adalah proses di mana

alniu

ividu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti

i lingkungan mereka. Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa persepsi adalah

Suw u@ uey

ses difhana individu menseleksi, mengorganisir dan menginterpretasikan rangsangan kesan

sorik}ian pengalaman masa lampau untuk memberikan gambaran terstruktur dan bermakna

Bhqgek

a suatu situasi tertentu.

19qui®s ue

Délam Hutagaol at.all (2007), “beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak, yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak

secara transparan dan akuntabilitas perlakuan perpajakan yang adil.”
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Persepsi wajib pajak akan positif apabila didukung oleh faktor-faktor pembentuk persepsi

yang mémadai dan sebaliknya persepsi akan negatif jika tidak didukung oleh faktor-faktor

—

_mp@nbentuk persepsi. Selanjutnya persepsi yang positif dari wajib pajak mengenai pemanfaatan

9d

%o%ak olel pemerintah akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

ibafperpajakannya.

9

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Ibunpun ﬁj’md@%H

~ Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang

lnuaday ynjun eAueq*edl

ggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang

3
puSpun

2ynings neje ueibeqgas diin

uk mélakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak

1rg-‘eAJe
Zbuepm) -

Ukar; Dengan adanya sanksi dalam perpajakan maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib

jak, karena Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak.

B sl

Salah satu komponen yang terdapat di dalam Theory of Planned Behavior yaitu Persepsi

%auaw edue)

trol Kkeperilakuan yang menjelaskan bahwa persepsi individu mengacu pada adanya

udahan atau kesulitan dalam melakukan suatu tindakan serta diasumsikan untuk

ep ut%um],

ncerminkan pengalaman masa lalu serta antisipasi terhadap hambatan dan rintangan.

uE

bd

anya penjelasan tersebut memunculkan sebuah pemikiran bahwa adanya pemberian sanksi

= hlale

g tegj:\s dari Direktorat Jendral Pajak akan menjadikan hambatan untuk melanggar aturan

pajakan sehingga memicu timbulnya motivasi dari wajib pajak untuk mematuhi peraturan

%Jod%ueur@m{ua
:19q®ns u

D -

rpajakan Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak
agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Pemerintah diharapkan memberikan sanksi yang
tegas bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Hal tersebut bertujuan untuk
membergKan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar, sehingga wajib pajak dapat termotivasi

untuk mehaati dan patuh terhadap aturan perpajakan
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Dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran
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Hipotgéis Penelitian

D

Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi Usahawan

(Y)

Setelah adanya, kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis kerangka pemikiran penelitian

adalah :

:aengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
[y

()
dJsahawan
-

:g.ersepsi tentang Penggunaan Penerimaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib

n
Rajak Orang Pribadi Usahawan

:=Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

uenj JIM) exireuwio}




